SKRIPSI

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA
NIM. 1910211220097

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023



SKRIPSI

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA
NIM. 1910211220097

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023



KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
IZIN PENGHUNIAN

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA
NIM. 1910211220097

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JUNI 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA l’i‘é'l“l:"“
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURAT
PENGHUNIAN

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA
NIM. 1910211220097

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan

memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Ketua Pembimbing Pendamping
% i( y
uni, S. Hum. Hj. Syahrida, S.H., MLH.
NIP. 19600321 198703 1 009 NIP. 19740116 199802 2 001
Diketahui,

Muhamn _/ nanta Firda
19830903 200912 1 002




LEMBAR PEGESAHAN

MAH

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADATF;‘ZJ"N
NEGARA YANG MASIH MEMILIKI SURA
PENGHUNIAN

Diajukan oleh

VINDYANA ESTERYNA
NIM. 1910211220097

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

_Zq/uqs.\.\\/sp)'ébza

NOMOR :
TANGGAL 2 1JUL 2003
Disahkan,

kan Fakultas Hukum




PENETAPAN PANITIA PENGUJI
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum

KETUA
SEKRETARIS Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
ANGGOTA Tavinayati, S.H., M.H.
Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
NOMOR + 906 /UNS. 1. I /Sp/aoaz
TANGGAL : 22 JUNI 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Vindyana Esteryna

Nomor Induk Mahasiswa @ 1910211220097
Tempat/Tanggal Lahir . Surabaya, 30 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum :  Hukum Perdata

Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN PADA RUMAH NEGARA YANG
MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran
orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali
terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya
ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat permyataan,

Vindyana Esteryna
NIM. 1910211220097



MOTTO
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada allah dalam doa dan permohonan syukur” — Filipi 4:6
“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.” — Mahatma Gandhi
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu.”
— Markus 11:24

PERSEMBAHAN
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat
dan karunia-Nya dengan memberikan dengan memberikan kesehatan, kekuatan.
dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya
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RINGKASAN

Vindyana Esteryna, Juni 2023. KEDUDUKAN HAK GUNA BANGUNAN YANG
MASIH MEMILIKI SURAT IZIN PENGHUNIAN. SKRIPSI, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59
Halaman. Pembimbing Utama: Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum.dan Pembimbing
pendamping: Ibu Hj. Syahrida S.H., M.H.

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia haruslah menjadi Negara yang benar-benar
merdeka. Termasuk kedalam hal melayani dan mencegah terjadinya perusuhan atau
perkelahian atau sengketa yang terjadi baik antar masyarakat sendiri, antar
perseorangan dengan badan hokum ataupun yang lainnya, agar tetap tercipta
perdamaian. Melayani dalam artian registrasi kewarganegaraan penduduk Indonesia
dalam hal administrasi yang menghasilkan bentuk dokumen yang dibutuhkan sebagai
bukti konkrit atau hak maupun kewajiban. dokumen yang sah dapat menjadi barang
bukti jika terjadinya sengketa atau hal lain yang diperlukan untuk melengkapi data-
data yang ada sehingga sengketa atau permasalahan yang terjadi dapat melalui proses
yang adil dan jelas serta dapat menjadi barang bukti atas sengketa yang terjadi diluar
maupun didalam persidangan. Pembuatan dokumen mengatur Hak Atas Tanah
Indonesia termasuk juga hak guna bangunan. Hak guna bangunan dapat diletaki di
atas tanah negara atau tanah hak milik yang mana tanah tersebut bukan tanah sengketa
atau tanah milik orang lain.

Terjadi sengketa terkait bangunan yang ditempati atau dihuni oleh Hamid Husein
yang ternyata sudah mencapai atau melebihi batas waktu yang seharusnya sesuai
dengan Surat Izin Penghunian (SIP) yang diterbitkan atas nama Idrus Abubakar yaitu
ayah dari Hamid Husein. Pada tahun 2010 lalu Japto Soerjosoemanto membuat atau
mendaftarkan tanah Negara tersebut sebagai Hak Guna Bangunan dan mendapatkan
persetujuan dari pemerintah dan mendapatkan sertifikat HGB dari tanah tersebut.
Terjadi kejanggalan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan karena hak guna
bangunan seharusnya tidak dapat didaftarkan jika masih terdapat/ditempati hak orang
lain atau bangunan tersebut memiliki sengketa. Terdapat pula kejanggalan kedua yaitu
Hamid Husein masih menempati rumah tersebut, akan tetapi SIP yang dimiliki oleh
Hamid Husein masih atas nama ayahnya yaitu ldrus Abubakar dan masa berlaku dari
SIP yang dimiliki oleh ayahnya sudah melewati masa berlaku.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyatakan bahwa paman
Wanda Hamidah tidak memiliki alas hak atas rumah yang ia tempati. Paman Wanda
Hamidah sempat diberi 3 kali somasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan telah
diberi jangka waktu untuk segera mengosongkan rumah tersebut. Sampai pada
akhirnya polisi menyatakan tidak ada yang boleh menempati rumah tersebut karena
masih berstatus a quo Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB adalah 30 tahun
dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun. Jika sertifikat berakhir ketika belum
sempat mengurus perpanjangannya, maka status tanah akan kembali menjadi pemilik
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negara jika tanah tersebut memang milik negara. Maka dengan adanya kejanggalan
ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait kedudukan atau status dari tanah
yang menjadi sengketa oleh Hamid Husein paman dari Wanda Hamidah dan Japto
Soerjosoemanto. Khususnya yang menjadi tujuan penelitian penulis terhadap
penulisan skripsi ini yaitu; untuk mengetahui apakah hak guna bangunan dapat dibuat
tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni terdahulu pada rumah negara
tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin penghuni dapat menjadi hak milik
dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu
jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma
hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan,
data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan
penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat deskriptif serta tipe
penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai konflik norma.
Termasuk dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang bertujuan untuk
mngetahui ketentuan hukum positif yang tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya
yang dapat bersifat vertical maupun horizontal. Pendekatan penelitian yang penulis
gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

1. Hak guna bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang
masih dalam sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat
Izin Penghunian. Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat
kuat tetapi tidak berarti mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran
berarti lebih menguatkan pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang
berarti pemilik terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana
dimaksud di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka
kedudukan hak guna bangunan tidak dapat diberikan atau bersifat lemah karena
terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni yang dimiliki oleh penghuni rumah
negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan

2. Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat yang
bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal
yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban
atau larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka
sewaktu-waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu
pula Rumah Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan |11
dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat
Izin Penghunian, jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah
meninggal dunia..
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ABSTRAK

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah hak
guna bangunan dapat dibuat tetapi masih terdapat surat izin penghuni oleh penghuni
terdahulu pada rumah negara tersebut dan untuk mengetahui apakah surat izin
penghuni dapat menjadi hak milik dan diberikan kepada orang lain untuk ditempati.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
normatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-
undangan. Menurut hasil penelitian penulis menunjukan bahwa: Pertama, Hak guna
bangunan tidak dapat dibuat pada tanah maupun rumah negara yang masih dalam
sengketa atau memiliki status kedudukan hak lainnya, seperti Surat Izin Penghunian.
Kepemilikan pemegang sertifikat hak guna bangunan bersifat kuat tetapi tidak berarti
mutlak namun lebih dari yang lemah sehingga pendaftaran berarti lebih menguatkan
pembuktian pemilikan, akan tetapi tidak mutlak yang berarti pemilik terdaftar tidak
dilindungi hukum dan bisa digugat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Maka kedudukan hak guna bangunan tidak
dapat diberikan atau bersifat lemah karena terdapat sengketa yaitu surat izin penghuni
yang dimiliki oleh penghuni rumah negara. Pemegang sertifikat hak guna bangunan.
Kedua, Kedudukan Surat Izin Penghuni merupakan surat yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Negara untuk memberi izin kepada pejabat
yang bertugas untuk dapat menempati Rumah Dinas Negara. Masih terdapat hal-hal
yang harus diperhatikan, jika penghuni Rumah Negara tidak mentaati kewajiban atau
larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sewaktu-
waktu Rumah Negara tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Begitu pula Rumah
Negara yang memiliki sengketa. Rumah Negara dengan golongan 111 dapat dialihkan
kepada ahli waris yang sah alias anak kandung dari pemilik Surat Izin Penghunian,
jika yang mengajukan permohonan pengalihan hak rumah meninggal dunia.

KATA KUNCI : Hak Guna Bangunan, Rumah Negara, Surat Izin Penghunian.
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Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah
Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
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